WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 1'% TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN

Menimbang

Mengingat

PANGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

bahwa dalam rangka tercapainya sasaran pengelolaan
operasional cadangan pangan yang tepat dan untuk
lebih jelas/rincinya mengenai mekanisme pengadaan
dan pendistribusian cadangan pangan, periu
dilakukan perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan
Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima;,
bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana
tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Bima
Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah
Kota Bima, dipandang perlu untuk diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 41 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional
Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851};
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4188);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82. Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5360):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Negara Republik

Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang
Dewan Ketahanan Pangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan

Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
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Preravti oy Menten bk Nea VN O T ot
tentanp Pembentulonm Poodinde Yhoakamn Do ahy (Hhenitn
Nepara Nepublih Indonema Lalian 2o Nomir 0 1)
nebapnnnana telah dimbaby e ey Peratoon Nt

Dalaomy Neponr Nonan 110 Paliony 2000 et
Perubaban  Atan Pevatinan Menten Fyobione Ny
Nomor 80 Tahan 2o1s tentong Pombentobonn ool

Hukum Dacral (Benta Nepana Wbk
Pl 2019 Nomor 1)),

1O heputuman Bevmann Menten
Perelkonoman dan menten

Lonbome i

Woordimatar  Thidang

ool hlong
hesephterann Rakvat Nomor KEE 0 Palian 2005 dan

Nomor 30 Tahuan 2000 tenntong Pedoman Ui
hoordinamt Penpelolaan Cadanpan Bevan Pemenintaly,

L7 Peratiran Dactaly hota e Nomor 6 Talian 200/
tentang Pokok Pokok Pengelolaan heuanpan Dacrah
(Lembaran Dactah kota ima Tahun 2O10S Nomaor 79)
sebapaimana telah dinbal bheberapa kalt tevakhag
denpan Peratinan Daerah hota tiima Nomor 1 Tahan
2015 tentang Perubahnn hedun atan Peratunrann Dacral
hota Bima Nomor 6 Tahuan 2017 tentang Pokok Polol
Penpelolnnn heunnpan Daerah(bembaran Dacrahy hota
Bima Tahun 2010 Nomor 1o1),

18 Peratinan Walikotn i Nomor 0/ Tahuan 2016
tenting kedudukan, Sumunan Organasant, Tuapgas don
Fungsi, sertn Tatn Kena Dinas hetahanan anpan
(Bertn Dacrah Kot Buna Tahan 2016 Nomor 304),

MEMUTUSKAN

Menetapkan 0 PERATURAN S WALINOTA  TENTANG PERUBAIIAN  ATAS
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 41 TALUN 2018

THENTANG PLTUNI U TICINNINS PENGELOLAAN
OPERASIONAL CADANGAN PANGAN PEMERINTAIL KOTA
BIMA,

Pannl |

Bebernpa ketentuan dalom Peraturan Walikota Buna Nomos
41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Tekmm Pengelolnnn
Operngional Cadangan Pangan Pemenintah kota Buna (Benta

Dacrnh Kotn Buna Tahun 2018 Nomor <.34) dinbah se b
berikut:

1. Ketentuan anghn 1 dan angka 4 Pasal 4 diubah, sehingpao
berbunyi seboapni benkut |

Pannd A

Sanaran  pengelolonn cadangan pangan Pemenntah

Daernh andalah

I Masyvirakot di Kota Bimn yvang menponlonms Ketawanan
pangan nkabot bencnnn, kendoaonn dooorad, masy il
bnut usin dan ramah tangean imadon sertn mamsy arndod
yung kekurnngnn pangan lnimnya,
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Daerah rawan pangan transien khususnya pada
daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat
karena bencana maupun masyarakat rawan pangan
kronis karena kemiskinan;

3. Hasil analisa kerentanan pangan melalui Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPD) dan Peta
Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Food Securily and
Vulnerability Atlas (FSVA) Dinas Ketahanan Pangan
Kota Bima;

4 Masyarakat yang terkena dampak gejolak harga karena
perubahan harga yang signifikan vyaitu terdapat
kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus;
dari Harga Pembelian Pemerintah/HPP selama dua
bulan berturut-turut; dan

5. Keadaan darurat tertentu vang ditetapkan dengan

Keputusan Walikota.

. Ketentuan huruf ¢ Pasal 11 diubah, sehingga berbunvi
sebagai berikut :

Pasal 11

Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah

disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran

cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

yang dilakukan :

a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran
jumlah yang disalurkan;

b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari
petani setempat atau kelurahan sekitarnya;

c. nilai harga yang disepakati untuk setiap kilogram
disesuaikan dengan standar harga tahun berjalan dan
dapat disesuaikan dengan kondisi harga pangan di
daerah,;

d. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan
beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan
diadakan addendum perubahan harga beras untuk
menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;

e. Dinas Ketahanan Pangan bertanggung jawab untuk
memelihara dan mempertanggung jawabkan kualitas
beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnyva.

. Ketentuan huruf b Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 12

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah

dilakukan :

a. minimal 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari jumlah
pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan;

b. untuk penanganan kerawanan pangan akibat bencana,
keadaan darurat, masyarakat lanjut usia dan rumah




tangga miskin serta masvarakat vang kekurangan
pangan lainnya dan karena gejolak harga pangan
tertentu bersifat pokok; dan |

c. hasil analisa kerentanan pangan melalul  Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPD) dan Peta
Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Food Secunity and
Vulnerability Atlas (FSVA) Dinas ketahanan Pangan
Kota Bima.

4 Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagat
benkut :

Pasal 15

Penvaluran cadangan pangan Pemerintah Dae_ra‘n

dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kpta Bima

bersama pihak Kelurahan yang berkoordinasi dengan

Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan hota

Bima sesuai penjabaran berikut : .

1. Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima membentuk Tim
untuk mengidentifikasi lokasi ~dan masvarakat
penerima bantuan;

2.Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima melakukan
verifikasi masvarakat penerima bantuan beras;

3. Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi Tim
pelaksana, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada
Walikota, dengan melampirkan data dan informasi
mengenai:

a. Jumlah Kepala Keluarga (KK) vang mengalam
kerawanan pangan akibat bencana atau keadaan
darurat atau masvarakat lanjut usia atau rumah
tangga miskin; dan

b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

4. Untuk penanganan kerawanan pangan akibat bencana
atau keadaan darurat atau masvarakat rawan pangan
atau rumah tangga miskin dalam wilavah Kota Bima
dengan penvaluran beras Cadangan Pangan
Pemernntah Daerah maksimal 250 Kg cukup dengan SK

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dan Berita
Acara Penverahan Barang.

5. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjad
sebagaimana tercantum dalam lampiran vang merupakan

bggﬁan vang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota
1mni.

. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai

%e(-)r;%an angka 5 mulai berlaku sejak tanggal 7 Januan



Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai

berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini

dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 18 Maret 2019

WALIKOTA BIMA,

Lo

MUHAMMAD LUTFI
Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal \§ War¢e 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHT:

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR LH"Z)




